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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.612, 2019 KEMENSOS. Barang Hadiah. Tidak Tertebak.
Tidak Diambil. Undian Gratis Berhadiah.
Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU
TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN
UNDIAN GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor
21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak
Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas
Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan efektifitas
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang
Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil
Pemenang atas Penyelenggaraan Undian  Gratis

Berhadiah;
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Mengingat

—

10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 623);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5677);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 71);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011
tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 341);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1977);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
tertentu dari Pengelola Barang kepada Penggunan Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1018);

Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan
Penyelenggaraan Undian Gratis;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang
Izin Undian;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1517);
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Menetapkan

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau
Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1880);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK
TERTEBAK DAN/ATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

Pasal I
Ketentuan ayat (3) huruf j dan ayat (6) Pasal 8 dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak Dan/Atau Tidak
Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1880) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan
bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak
yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
(2) Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan:
a. barang yang dapat menjadi barang bantuan; atau
b. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan.
(3) Barang yang dapat menjadi barang bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. peralatan elektronik;

b. peralatan rumah tangga;
c. peralatan kantor;

d. mebeler;

e. alat kesehatan;

f.  sepeda;
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g. alat pengolah data;

h. alat komunikasi;

i.  pakaian;

j. buku;

k. mainan anak-anak;

l.  kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 cc; dan

m. barang lainnya yang dapat menjadi barang bantuan.

(4) Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 (seratus lima
puluh) cc;

b. kendaraan roda 4 (empat);

c. perhiasan mewah;

d. logam mulia;

e. aksesoris mewah; dan

f.  barang mewah lainnya.

(5) Barang-barang sebagaimana tersebut pada ayat (4)
selama memenuhi persyaratan ekonomis, lebih
menguntungkan bagi negara, dilaksanakan penjualan
melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

(6) Hasil penjualan Barang Milik Negara dari hadiah tidak
tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetor
seluruhnya ke rekening hibah dan diperuntukkan
sebagai Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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